BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belnkang

Pembangunan daerah mencerminkan pelaksanaan kewensngan yang telah
dialihkan ke daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Hakikat tujuan
pembangunan nosional dimnat M-M'-WEI pembukaen Undang -
Undang Dasar - Republik Indonesia Tahun 1945 vaity © *.. melindungi segenap
bangse Indanesia :.Eun#ﬁlmﬁ tumpal dural Indonesia dan wniek memajukan
hsdmlt:mn L, mr&dmr kehidupan bmq_iun Mme!a.tmnakuu
;huuﬂﬁmd:mm vany ka kemerdekaan; p crulitmziian dbaci, dan keadilan
M Hu&ung L-ndang Nomor 25 tahun EUDimug Sistem Perencanaan
Pm Nasional dan Undang — Undang Nomor 23 Tﬂmiﬂ,ﬂ tentang
Pemerintth Daerah  mengamanstkan  babwa  Pemerintah Daersh  dalam
menwhlmlﬂ;ln pemenntahannyn  diwajibkon  menyusun  perencanaan
pembangunan. Perencanian pembangunan daerah sebagaimana dimak sud, disusun
‘sectra hw:g meliputi  Rencana Pembangunan Jangka. Panjang Daerah
(RPIPD), Rencana Pembangunan Jangka Memrmm (RPIMD), dan
Rencany Kerju Pemerintah Daersh (RKPD). Saluruh  dokumen perencanaan
pembmﬂmﬂaﬂﬁﬂmnmﬂpupendekatm mhﬁﬂa. mslf efisien,
dapat purthﬁﬂd, terukur, adil. serta

palmﬁmmp& &gimgm n’ench Kabwmﬂ\mnghdul No 4 Tahun
2021,

Pembangunan daerah secara nasional didasarkan pada otonomi, yang
member kewenangan bagi daerah untuk mengatur kepentingan wargnnya sesuai
hukum dan aspirasi lokal. Organisasi pemerintahan pasti menginginkan tujuan
ulamanya lercapal dengan baik dalam hal merealisasikan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerahnya. tertebih dengan kemajuan zaman dan teknologi seperti saat ini.
oleh karena itu pemerintah perlu merealisasikan anggaran sesuai dengan anggaran
yang berlaku agar tidak ada kekelimuan dalam penyusunannya (Fitn et.al., 2024)
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Kondisi ini menuntut sehap pemertuh daerah untuk menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daermh (APBD) secara mandin, disesuaikan dengan
kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Ini bukan hanya
untuk melimpahkan kewensngan pembangunan den Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah, namun untuk efisiensi sumber daya kevangan. Anggaman
Pendapatan dan Belanja,Dacrah (APRIE)StbisRSsirument kebijakan daersh yang
mendukung peningkatan efisiensi. Fungsi dari APBD sebagai katlis dalam
mewujudkan hqnh!l'l makroekonomi daerah serta mengatasi hambatan menuju
kesejahternan dan kwﬂuﬂinmL (Thalauw etal., W]

‘Olah karenn iru-,pﬂlu'di]:ﬂtukﬂn pengukmﬁmﬁ leuangan pada saat
merealisasikan anggarah pendapatan dan belanja ﬂﬂ'ﬂh (APBD) agar pihak
eksternal dan internal bisa mengetshui tingkat keberfiasilan ﬂmmhm
keunngan daerah. Kinerja kevangan dapat diukur melal denm.m]hwhjm
Keuvangan. Kinerja keuangan merupakan evaluasi kondisi keuangan sehagai
informasi untuk masa lalu, kini, dan mendatang Hasil dan pengukuran kinerja
hﬂmgmmmjnkkm penggunaan anggaran publik sumlknnunmdme fisien.
Pengejuaran anggaran oleh pemerintah daerah harus memberikan m'an'funl bagi
Lepﬂnlmg‘.m masyarakat dan. dapat dnpemm SecaT transparan

mmm Yﬁﬂgynkﬂrhl mﬂ'} Hﬁn atas lima wilayah
administratif. yakni empal kabupaten dan satu kots madva. Keempat kabupaten
tersebut adalah Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gumungkidul, sementara Kota
Yogyakarta menjadi pusat pemermtahan sekaligus kebudayaan di tingkat kota

madya. Dar kelima wilayah, Kabupaten Gunungkidul belakangan ini menjadi
sorotan khususnya terutama dalam bidang kebudayaan. Kabupaten yvang dulunya
dikenal denpan kekeringan kini bangkit dengan kekayaan budava lokal vang khas
dan autentik. Namun di balik geliot kebudayaan tersebut, terdapat tantangan dalam
pengelolaan keuangan daerahnya. Dilihat dari capaian realisasi anggaran belanja
daerah di Dinas Kebudavasn Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 - 2024



mengalamai  fluktuasi. Fluktuasi terjedi karena sejumlah agenda kebudayaan
mengalami pemundsan karena keterbatasan anggaran, namun alokasi dana guna
acara formal pemerintahan justru menunjukkan peningkaton. Kondisi ini
menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang efisiensi belanja publik
dan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daersh Kabupaten Gunungkidul Nomor 98 Tahun
2019 tentang kedudukan, susunan mlmﬂ,mys fungsi, dan tata kerja Dinas
Kebudayaun maka;pnupﬂian Dﬂm i'm Kabidavan) Kabupaten
Gununghidil merupakan unsur pelaksana urisan pemerintahan doerah dan urusan
keistmméii biw%mma Kabuiasan hmntdm Bahasa Jawa
untuk mgnbul Dinas Kﬁbﬂdﬂymn Kunetha M bm Mu!ﬂu lembaga
pmﬁdmhm, sedangkan kabucdayan berarti kebudaysan. Penggunsan istilah ini
bukan sekador penamaan administratif, melsinkan mencerminkan komitmen
Dacrah Istimewa Yogyakarta (DY ) untuk menjunjung tinggi bahasa, adat, dan nilai
lﬂiti budaya Jawn dalam tata kelols pemerintahan. Dinas Kebudayaan dipimpin
oleh sepmang Kepala Dinas yang berkedudukan di hu\vﬂ: d.;;n herl:mmuug jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan memiliki tugas untuk
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan ulfl E]dnng lkebudayaan
serts  penugasun urusan keistimewsan kebudayaan. Tugas PEI:lﬂllﬂuan adalah
penugusan dari pemerintah pusat atiy provinsi kaplh daemh untuk menjatankan
sebagion  kewenangannys. sementara  urusan hmmmﬂnn memgjuk  pada
kewenangan khusus yang dimiliki DIY berdasarkan Undang-Undang

Keistimewaan.

Kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul saat ini mengalami perkembangan
yang signifikan melalui adanya Dana Keistimewsan urusan kebudayaan. Dana
Keistimewaan DIY merupakan dana vang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negamn (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai  kewenangan
keistimewaan, yang merupakan bagian dani dana transter ke daerah dan dana desa,
Peran Dana Keistimewaan dalam memajukan kebudaysan di Kabupaten



Gunungkidul vaitu dengan memberkan wadoh berupa tempat latihan ataupun
tempal promosi. sertn tempal untuk berkompetisi. Dengan adanya kegiatan
kebudayaan, seperti festival dan  pementasan, masyarakat lebih aktif untuk
berpartisipasi dalam melestankan budsyanya dan  jugn masyarakat semakin
mengenal budava. kesemian. dan seniman yang berasal dan  Kabupaten
Gummgkidul. Hal ini yang saat ini menyebabkan kebudaysan di Kabupaten

Gunungkidul semakin hidup dan dikenal oleh masyarakat luas,

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(LEA-APBD) Dinas Kebudayssn Kabtipaten Gunungkidul tabun 2019 — 2024,
yang diterbitkan cleh Dinas Iﬂhl.ld.lmn Kabupaten Guningkiddl dalam kurun
waktu 5 inhun lerakhir, didapatkan bahwa Dinas Kebudsyaan Kabupaten
Gunungkidul merupakan OPD  (Organisasi Perangkat Daersh) yvang tidak
mengelols pendapatan atau penerimaan dacrah, oleh karena itu pllin Laporan
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanju Daerah pendapatan disajikan dengan
nilai noll Peneliti kemudion mengamati realisasi anggaran belanja doerah Dinas
Kebudayasn Kabupaten Gunungkidul. Berikul data realisasi anggnmn belanja
them.h;mhtnhﬂl 1.1 sebagai berikut;

Tabel 1. | Healisasi Anggaran Belanja Dsersh Dings Kebudaynon Kah. Guounghkiduol 2009 —

W24

Tahun Anggaran Reallsasi Y SILPA

2019 [ 68906.943.670.00 | 67.949 301 16556 | 98617 | 95755250444
2020 | 83.466.489.417,00 | 81.999.942 862,00 | 98.24% | 1.466.546.555,00
2021 [44347.509230.00 | 4742594670520 93.4% | 2.921.562.524.80
2022 [ 22.339.154.649,00 | 21.755.747.302,00 | 97.39% | 383.407.147,00
2023 | 36.059.766.209,00 | 35.323.277.253.00 | 97.96% | 736.488.956,00
2024 | 2EE20.779.150,00 | 28266379.71R,00 [ U8,08% | 55439943200

Senher © Dinas Kebidavonn Kab, Gumungkidid fdiolah)



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran
belanjs daerah di Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuasi.
Pada tahun 2021 menunjukkan capaian realisasi anggaran belanja diangka 93.4%
atau paling rendah , hal ini disebabkan oleh beberapa program seperti, Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang pada saat tabun 2021 dilakukan
secara during, sehingga SPPD tidak bisa terserap. Kemudian kegiatan lain seperti,
Pembinaan Penghayst Kepercayaan. Adatl, dan Tradisi kegatan ini tidak dapat
terserap karena anggaran untuk SWM perjalanan dinas tidak dilaksanakan karena
situasi sudah m&ﬁl mm belanja. ﬂmnh pada 2 tahun awal
dan 2 wwh]rmhnﬁm dapat disrtikan 'uultmmggman realisasi
helanju dacrsh pada uhmmbut sudah digunakan dengas melal guna untuk
w.dam program kerja yang disusun sJ:I!:nE:h.tuu:qvli‘1lqel!'rtif Pembinaan Lembaga
Penggint Seni, Penghargaan Seniman dan Budayawan, F:iﬁu:[ Kebudayaan
Yogyakarta, Gelar Budaya Jogja, Festival Kebudayaan, dom lain lain. Kemudian
dart dats Realisasi Angaaran Belanja Duerah diatas. peneliti mendapatkan data
baliwa ferdapat Sisa Lebih Perhitungin Anggaran (SiLPA). Nilai dari SiLPA (Sisa
Lehih Hﬁﬂn@..ﬁnggﬂm} mengalami fluktuasi dan tahun 2019 — 2024,

Pengukuran kinerja keuangan dolam pengelolsan belanja daerah jugs
didukung dari hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang Analisis Laporan
K euangan untuk Menilai Kinerja Kevangan poda Dinas qubulnyaandm Panwisata
Kabupaten Musi Rawas, menurut penelitian Fitri mﬂ,,ﬂﬂv_ﬁ: menyatakan bahwa
kinerja kewangan Dinas Kebudayaan don Pariwissto ﬁihupaten Musi Rawas
ditinjou dari Rasio Efisienst, dari tahun 2017 ~ 2022 dapot dikategorikan kurang
efisien. Hal ini dikarenakan total belanja masih lebil besar daripada pendapatan
terutama pada tahun 2019 dan 2020. Kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan
Partwisata Kabupaten Musi Rawas ditinjau dari Rasio Keserasian, dari tahun 2017
— 2022 dapat di katakan serasi. Bisa dikatakan serasi karena sebagian besar dana
yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas masih
memprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga total relatif kecil, hal
ini terlthat dan dominannya rata-rata belanja operasional dibanding belanja modal.



Menurut penelitian Kusumaningrum et.al, (2024) Kirerja Kevangan
ditinjau dar analisis varians belanja dapat dikatakan baik karena realisasi belanja
lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanfa. Kemudian kinena keusngan
ditinjan dari analisis pertumbuhan belanja pada tahon 2018 — 2019 menunjukkan
kriterin bernilai positif dan tahun 2019 — 2020 menunjukkan kritena negatif, ini
dikarenakan ada beberapa belanja pemerintah yang tidak terealisasikan diantaranya
belanjs tanah, belanja hibah, belanjs bantuan sosial, dan belanjs tak terdugn.
Kemudian d]hnjnu-@n,mlma keserastan w.’ﬂhh dominan belanja operasi
dibandingkan mhlmm&hﬂ]ﬂ operasi pengeluarannya di atas
90% dari total beluya, Dan yang terakhir, kinerja keuangan ﬂh:l-lljﬂu dari rasio
efisiensi belanja dapat dikatakan efisien karena besaran rasio di bawah 1007,

Hasil penelitian méenurut Ramadhan et. ol (2023) memmjukkan bahwa
Kil!ijtﬁmng:m Pemerintah Daerah Kobupaten Merangin iﬁﬁhlllh] Rasio
Knm Rasio belanja opernsi Kabupaten Merangin pada fahun. Eﬂlﬂ-ﬂhpﬁu
dengan 2021 menghasilkan nilai rata-ratn sebesar 82%. Pada tahun 2018 rasio
belnju operasi menghasilkan persentase sehesar #4.24% dan mengalami kenaikan
sebasar (. lﬁpﬁ tahun 2019 sehingga nilai mnlmmkmﬂﬂji
Pada tahin 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan, tahun 2020
sehesar 3,66% sehingga nilai persentase rasio behn;hupmhbm merangin
turun menjadi 80,69% din tabun 2021 sebesar 3,62% sehingaa nilai persentase

bﬂ‘hk menjadi 77,07%. ﬁlﬁhngkﬂﬂ dilihat dari Rasio belanja modal
Kabupaten Merangin pada tahun 2018 sampai dengan 2021 menghasilkan nilai
rita-rata sebesar 18%,. Pada tahun 2018 rasio belanja modal pada Kabupaten
Merangin sebesar 15.76%, Pada tahun selanjutnys mengalami penurunan sebesar
0,11% sechingga rasio belanjs modal Kabupaten Merangin pada tahun 2019
menghasilkan persentase sebesar 15.65%. Pada dua tahun terakhir, Kabupaten
Merangin mengalami kenaikan pada rasio belanja modal, tahun 2020 mengalami
kenaiken vang signifikan sebesar 3.66% sehingga nilai persentasenya juga naik
menjadi 19.31% dan tahun 2021 mengatami kenaikan sebesar 3.62% menjadi
22.93%. Menurut uraian onalisis diotas, dapat disimpulkan bahwa jumlah belanja
operasi relatif lebih besar daripada jumlah belanjas modal pada Kabupaten Merangin



periode 2018 sampai dengan 2021, Jika dilihat dari tahun ke tahun, pemerintah
daerah Kabupaten Merangin sudsh memperhatikan pembangunan daerahnya yang
ditunjukan oleh rasio keserasian belanja modal yang meningkat setiap tahunnya.

Hasi| penelition menurst Ratmaningsih dan Fajriah (2023) menunjukan
bahwa pada analisis vaman belanja dengan mata-rata rasio 31.37% berkategon
favourable variance atau selisih disukai karema nilai realisasi belanja daerah lebih
rendah daripada anggamn belanja. Km‘hdqa operasi berada diangka rata-
rata 93,76% sedangkan hﬂmﬂnﬂqﬂmﬂbﬂ:ﬁﬂunﬁka rata- rata 4,24%
yang artinya Dinas Pmdm-hmpm Kabupaten Barru memprioritaskan
belanja operasional jluw pmdhk tatiunannya dari APBD Mﬂgkﬂﬂ dengon
Mmdn] untuk pembangman jangka panjang. Sedangkan. tingkat efisiensi
belanja daersh  berada Emngka rata-rata 68 63% k‘lltlnk dari, 100% vang
nmiuthn bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayasn mwnmﬁm telah

melakuknn penghematan anggaran secara efisien.

Wn menurut penulll:lm ynng dilakukan oleh Pongms?k r.hn Rnnal

ﬁhndnytln durﬁn“mtn Kabupnt:n Torajn Utarn ﬁH tahun Jl]I‘LEIH] dapat
dilihat dari varians belanja dengan mta-rata 17,27% Melalui analisis ini, kinerja
kcm pada Dinas Kebudaysan dan Pariwisata Ka | Torajn Utara dinilai
baik karena tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Kemudian analisis
perturmbuhan belanja Dinas Kebudaysan dan Pariwisats Kabupaten Toraja Utara
memiliki tingkat pertumbuhan puh.’::l'tﬂhun 2020 yung menurun sebesar -29.56% dan
pada tahun 2021 tingkat pertumbihan belanjs naik mencapai 76.43%. yang
disebabkan karens anggaran dan realisssi belonja pada tahun 2020 lebih rendah
dibandingkan anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2021, Pada analisis
Keserasian Belanja pada rasio belanja operasi dikategorikan serasi karena memiliki
rata-rata 72.18%. dan pada rasio belonja modal dikategonkan cukuop serasi kama
memiliki rata rota 46,48%. Pada analisis efisiensi belanja dikategorikan efisien
karena memiliki rata-ratn tingkat efisiensi dar tahun 2019-2021 mencapai 84.44%,




ini berarti bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara belum
memaksimalkan efisiensi belanja.

Menurut penelitian Trisna et. al., (2023) hasil analisis diperoleh bahwa pada
tahun 2017 SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) mengalami penurunan
sebesar Rp-37.663.177.160,08 atau -534,16%. Sedangkan pada tabun 2018 SiLPA
{Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran)e. mengalamai  kenaikan  sebesar
Rpl6.814.146.820.2 atau 52,79% tahun 2019 ‘SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran) masth-mengalami kenaikan sebesar RP19.396.663.878.3 atau 39.85%.
Tahun 2020 SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) mengalamai penurunan
schesar Rp-28 681 956.068.160,08 atru — 54.16. Oleli karena itu, dapat dikatakan
bahwa SILPA (Sisa Lebili Perhitungan Anggaran) Kabupaten Sikka terjadi karena
faktor penghemat belanja  yaitu sebagian kecil pemenntah melakukan
pengehematan pelampauan pendapatan dan sisa proyek tidak terealisasikiin dengan
bﬂikm ikfur inhun

Peneliian ini merupakan  replikasi dari penelitian terdabulo yang
menganalisis tentang Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kme:]n'ﬁmnpm
sedangkon dalam penelitian ini menganalisis secarn mendalam tentang Kinerja
Keuangan atas Pengelolaan Anggaron Pendapatan dan Belanja Daemh (APBD)
pada objek wilaysh Dinas Kebudayaan I{abm Gunungkidul  dengan
menambahkan varisbel Analisis Pertumbuhan SiLPA(Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran) Belanjs Daerah. Selain ity objek dan periode yang digunakan dalam
penelitian ini berbeda dari peneliti sebelumnya sehingea hal ini menjadi
pembaharuan dalam penelitian ini. Dari latar belakang dan permasalahan di atas,
maka peneliti tertarik untuk melakukan penclitian dengan judul Anafisis Kinerja
Kewangan Dinas Kebudayaon (Kundha Kabudayan) Kabupaten Guonngkidul
atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeralh (APBD) Tahun
2019 -2024.




1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rmusan
musalah dori objek penelitian ini yaitu:

Ihu'ah (AP
SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Belanja Daerah?
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13 Batasan Masalah

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya mengambil data
dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul mengerai Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pado tahunm 2019 — 2024,
Peneliti juga hanya berfokus pada 5 Analisis Kinerja Kevangan, yakni Rasio
Efisiensi Belanja Daersh, Rasic Keserasian Belanjs Doerah, Analisis Varians
Belanjn Daerah, Rasip Fernmbuhm-%':m dan Analisis Pertumbuhan
SiLPA (Sisa Leblhl"ﬂﬁﬁnngmm} Haluj.tmnh pada tahun 2019 2024,
1.4 Tujusn Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian
ini yuitu:

L. Untuk menganalisic Kinerja Keusmngan Dinas Kebudaynan
Kabupaten Gunungkidul atas Pengelolaan Anggaman Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 — 2024 diukur dari Rasio
Efisiensi Belama Daerah.

1 Unptuk menganalisis Kinerjn  Keuangaty. Dinas  Kabupaten
ﬁtmungkidul atas Pengelolzan {nggml‘nﬂqmmdﬂn Belanja
Daerah (APBD) tabun 2019 — 2024 ﬂmm Rasio Keserasian

3. Untuk men ; enngan  Dinas  Kebudaysan

‘Knbnpmn Gmmgh:]‘ul atas me[nil-: Anggaran Pendapman
dan Belanjs Daerah (APBD) tahun 2019 — 2024 diukur dari Analisis
Varians Belanja Daerah.

4. Untuk menganalisis Kinerja Kevangan Dinas Kebudaysan
Kabupaten Gunungkidul atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 — 2024 diukur dari Rasio
Pertumbuhan Belanja Daerah.

5. Untuk menganalisis Kinega Kevangan Dinas Kebudayaan
Kabupaten Gunungkidul atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan



1

dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 — 2024 diukur dari Analisis
Pertumbuhan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Belanja
Daerah.

1.5 Manfast Penelltian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak — pihak
sebagai berikut:

Daerah, don Analisis Perll.unhuhn SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran) Belanja Doerah
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